
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR ; KP 114 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

TATA CARA TETAP PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM Tahun

69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan

Pen)aisunan Peraturan Perundang-undangan,

Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di

Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah mengatur

tata cara dan prosedur perencanaan penyusunan

Peraturan Perundang-Undangan, kesepakatan bersama

dan perjanjian kerjasama di lingkungan Kementerian

Perhubungan;

b. bahwa dalam rangka memenuhi standar keselamatan

dan keamanan penerbangan internasional yang

ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil

Intrensional (International Civil Aviation

Organization/ICAO) perlu dilakukan penyelarasan

standar ICAO kedalam peraturan nasional melalui

amandemen dan publikasi;

c. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi

penyusunan peraturan perundang-undangan,

kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara



perlu disusun suatu petunjuk teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada butir a, b dan c, perlu menetapkan

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Tetap Penyusunan

Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama

dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat ; 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2016

tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan

Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama

dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian

Perhubungan

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA TETAP

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 1

(1) Memberlakukan Petunjuk Teknis Tata Cara Tetap

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,

Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri dari 3 (tiga) buku :

a. Buku I merupakan Petunjuk Teknis Penjoisunan

Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. Buku 11 merupakan Petunjuk Teknis Penyusunan,

Perubahan dan Publikasi Peraturan Perundang-

Undangaan di Bidang Keselamatan Penerbangan

dan Fasilitasi (FAL) Udara;

c. Buku III merupakan Petunjuk Teknis Penyusunan,

Perubahan dan Publikasi Peraturan Perundang-

Undangan di Bidang Keamanan Penerbangan;

d. Buku IV merupakan Petunjuk Teknis Peyusunan

Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara.

(3) Petunjuk Teknis Tata Cara Tetap Penyusunan

Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama

dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana termuat

dalam Lampiran I, II, III, dan IV merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 2

(1) Peraturan Direktur Jenderal yang ditetapkan sebelum

Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku, kecuali

terhadap Peraturan-Peraturan yang karena mated

muatan dan penomorannya tidak sesuai dengan

peraturan penerbangan sipil dan perlu dicabut.

(2) Penetapan kembali Peraturan-Peraturan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata

cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 10 Tahun

2015 ten tang Petunjuk Teknis Tata Cara Tetap Penyusunan

Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 4

Kepala Bagian Hukum melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 JUNI 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEgAfaa^AGIAN HUKUM

. I direktoratjendSal] * ..
^  sart
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BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Deflnisi

1. Peraturan Menteri Perhubungan adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan,
untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah) atau berdasarkan
kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum .

2. Keputusan Menteri Perhubungan, adalah keputusan yang ditetapkan
oleh Menteri Perhubungan untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Menteri
Perhubungan atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat
menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam
lingkup terbatas .

3. Peraturan Direktur Jenderal adalah peraturan yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal, untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Menteri) atau
berdasarkan kewenangannya.

4. Keputusan Direktur Jenderal adalah keputusan yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Direktur Jenderal
atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat
secara individual atau dalam lingkup terbatas [Beschiking).

5. Instruksi Direktur Jenderal adalah naskah dinas yang memuat perintah
berupa petunjuk arahan mengenai pelaksanaan kebijakan suatu
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

atau atas nama Direktur Jenderal.

6. Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan
tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

7. Unit Keija adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi membina
dan melaksanakan kegiatan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara.

8. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara instansi/unit dalam
pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi,
membantu dan melengkapi dalam pelaksanaan kegiatan.

9. Tahapan proses adalah tahapan kegiatan yang dilakukan dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk kesepakatan
bersama dan peijanjian keijasama mulai dari timbulnya prakarsa
sampai dengan ditetapkan.

1



10. Menteri adalah Menteri Perhubungan

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk :

a. menjadi pedoman dalam proses penetapan produk peraturan

perundang-undangan/hukum di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara;

b. mewujudkan keseragaman pola/bentuk produk peraturan

perundang-undangan/hukum di lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara;

c. mewujudkan produk peraturan perundang-undangan/hukum yang

berkualitas;

d. mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan
produk peraturan perundang-undangan/hukum;

e. menjamin penyampaian/pendistribusian produk peraturan
perundang-undangan/hukum di lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara.

C. Ruang Lingkup dan Sumber Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan

1. Ruang lingkup tata cara tetap penyusunan peraturan

perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara yang diatur pada buku I meliputi:

a. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

b. wewenang dan tanggungjawab penyusunan peraturan
perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara;

c. tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

d. bentuk, format dan standar pengetikan peraturan
perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara;

e. pengundangan, penyebarluasan dan dokumentasi peraturan
perundang-undangan.



2. Peraturan yang diatur dalam Buku I sebagaimana dimaksud pada butir

1 diatas meliputi seluruh peraturan yang bersumber dari :

a. amanat peraturan yang lebih tinggi;

b. kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;

c. adopsi ketentuan internasional (Konvensi) ;

d. Kebijakan Pemerintah.

D. Acuan Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234).

3. Peraturan Presiden yang mengatur tentang Organisasi Kementerian

Negara Republik Indonesia.

4. Peraturan Presiden yang mengatur tentang Kementerian Perhubungan.

5. Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang tentang Tata
Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,

Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan

Kementerian Perhubungan.

6. Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Sifat Pengaturan dan Bentuk
Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara

E. Sifat Pengaturan dan Bentuk Peraturan Perundang-Undangan

1. Menurut sifatnya peraturan dikelompokkan menjadi 3 :

a. Peraturan yang memiliki sifat pengaturan {regeling). Yakni
peraturan yang berbentuk tertulis dan memuat norma hukum

yang mengikat secara umum seperti :

1) Undang-Undang;

2) Peraturan Pemerintah;

3) Peraturan Presiden;

4) Peraturan Menteri.

b. Peraturan memiliki sifat penetapan administratif (beshiking).
Yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum namun
tidak mengatur kepentingan umum/ publik bersifat kongkrit,
individual dan final serta dibuat oleh organ yang berwenang.
seperti :



1) Keputusaan Menteri; dan

2) Keputusan Direktur Jenderal

c. Peraturan Kebijakan {beleidsregels) yakni Dokumen tertulis yang
dibuat oleh pejabat administrasi dalam rangka melaksanakan

tugas pemerintahan {freies ermessen), merupakan penegasan

dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan dan tidak

membuat norma baru, antara lain :

1) Peraturan Direktur Jenderal;

2) Surat edaran Menteri/ Direktur Jenderal/Pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran;

3) Instruksi Menteri/Direktur Jenderal.

2. Peraturan Kebijakan (beleidsregels] sebagaimana dimaksud pada

angka 1 huruf c bertumpu pada prinsip kebebasan yang diberikan
kepada pemerintah sepanjang menyangkut pembuatan peraturan yang

sifatnya teknis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Berisi Petunjuk Teknis dan/atau Pedoman Teknis Operasional
guna memberikan panduan dalam melaksanakan suatu aturan;

terdapat peraturan terkait yang membutuhkan penjelasan lebih
ianjut;

penerbitannya dimaksudkan untuk mengingatkan kembali
peraturan yang belum diimplementasikan;

-  substansi tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan;

materi/muatannya dapat dipertanggungjawabkan secara moril
dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good
governance).



BAB n

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Wewenang

1. Menteri berwenang untuk menerbitkan ;

a. Peraturan Menteri, dengan subtansi pengaturan yang mencakup

antara lain Ketentuan yang bersifat Kebijakan, Pengaturan terkait
Standard minimal yang harus dipenuhi, Penegakan Hukum serta

Pemenuhan hak dan kewajiban/kewenangan;

b. Keputusan Menteri;

c. Surat edaran Menteri;

d. Instruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Direktur Jenderal berwenang menerbitkan :

a. Peraturan Direktur Jenderal dengan subtansi pengaturan yang

mencakup antara lain Ketentuan yang bersifat teknis, berisi

petunjuk pelaksanaan dan prosedur dan tidak ada pengenaan
sanksi.

b. Keputusan Direktur Jenderal;

c. Instruksi Direktur Jenderal; dan

d. Surat Edaran

3. Penandatanganan Peraturan Direktur Jenderal tidak dapat

dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya, kecuali
menyangkut masalah-masalah tertentu yang bersifat penetapan
berdasarkan pelimpahan dan pendelegasian wewenang yang
ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal.

B. Tanggung Jawab

1. Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan perundang-undangan,
Bagian Hukum sebagai Unit Hukum yang berada di bawah Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ditugaskan untuk
melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara.

2. Bagian Hukum melalui Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan,
mempunyai tugas dan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan di
bidang penerbangan;

b. Penyiapan pembinaan terhadap penyusunan peraturan
perundang-undangan di bidang penerbangan;



c. Perencanaan penelaahan dan penyusunan peraturan

perundang-undangan bidang penerbangan;

d. Penyiapan koordinasi penyusunan peraturan

perundang-undangan di bidang penerbangan;

e. Penyiapan evaluasi dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan di bidang penerbangan;

f. Penyiapan pelaksanaan jaringan dokumentasi hukum dan
peraturan perundang-undangan.

3. Prakarsa rancangan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan
oleh Direktorat Teknis dan Unit Kerja Lain di Lingkungan Direktorat

Jenderal Perhubungan udara.

4. Direktorat Teknis dan Unit Kerja Lain sebagai pemrakarsa rancangan

peraturan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyiapkan perencanaan penyusunan peraturan

perundang-undangan sesuai bidangnya masing-masing;

b. menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan sesuai

bidangnya masing-masing;

c. melakukan koordinasi penyusunan peraturan

perundang-undangan sesuai bidangnya masing-masing;

d. memberikan pertimbangan pen5rusunan peraturan

perundang-undangan dalam implementasi di lapangan; dan

e. Menyiapkan justifikasi/urgensi penyusunan peraturan.



BAB III

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

1. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dapat diprakarsai oleh Bagian

Hukum, Direktorat Teknis, maupun unit kerja lain yang membutuhkan.

2. Proses Penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meliputi :

a. Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri/Surat Edaran Menteri;

b. Peraturan/Keputusan/Instruksi Direktur Jenderal/Surat Edaran

Direktur Jenderal

3. Sebagai Pedoman Penyusunan peraturan perunadang-undangan di

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Teknis
maupun unit kerja lain yang membutuhkan, dapat membuat perencanaan

penyxisunan peraturan perundang-undangan dalam program penyusunan
peraturan perundang-undangan tahunan.

4. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud angka 3 ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun dan harus

memuat sekurang-kurangnya ;

a. daftarjudul;

b. dasar hukum pembentukan; dan

c. target waktu penyelesaian Peraturan.

5. Dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Direktorat teknis dan unit keija
berkoordinasi dengan Bagian Hukum.

6. Direktorat teknis maupun unit keija lain, dapat mengusulkan rancangan
peraturan perundang-undangan diluar program penyxisunan peraturan
perundang-undangan tahunan dengan pertimbangan berdasarkan :

a. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau

b. adanya kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi

c. kebijakan pimpinan; atau

d. kebutuhan Direktorat teknis.

7. Rancangan peraturan perundang-undangan di luar program penyusunan
Peraturan sebagaimana dimaksud pada pada angka 4 dapat mengubah target
waktu penyelesaian rancangan Peraturan perundang-undangan yang telah
disampaikan.



8. Perubahan target waktu penyelesaian rancangan Peraturan sebagaimana
dimaksud pada angka 6 disertai dengan pertimbangan atau alasan

perubahan, dan hanya dapat dilakukan untuk target waktu dalam 1 (satu)

tahun bersangkutan atau tidak melebihi tahun tersebut.

B. Proses Penyusunan Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Menteri.

1. Direktorat Teknis/ Unit Kerja Terkait dapat mengusulkan suatu rancangan

Peraturan/Keputusan/Instruksi/ Surat Edaran Menteri yang tekait dengan

sektor perhubungan udara;

2. Dalam proses pengusulan, Direktorat Teknis atau Unit Kerja lain yang

terkait dengan susbtansi rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat

Edaran Menteri tersebut dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak

dan stakeholder penerbangan guna men5aisun telaahan dan urgensi

penyusunan peraturan. Hasil koordinasi tersebut diakomodir dalam konsep

rancangan peraturan/keputusan/instruksi Menteri kemudian disampaikan

kepada Bagian Hukum.

3. Konsep rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib disertai

dengan ;

a. latar Belakang materi dalam rancangan

b. tujuan yang ingin dicapai;

c. pokok-pokok materi yang diatur.

4. Bagian Hukum dalam rangka penyempumaan hasil telaahan

Peraturan/Keputusan/Instruksi/ Surat Edaran Menteri dapat melakukan
rapat pembahasan dan koordinasi untuk memfinalisasi peraturan tersebut

atau rapat-rapat internal lainnya.

5. Untuk Rancangan Peraturan Menteri, sebelum disampaikan kepada Menteri
Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal, Bagian Hukum dapat melakukan
uji publik yang mengundang Direktorat Teknis dan Unit kerja pemrakarsa
serta pihak-pihak terkait dan stakeholder penerbangan untuk mendapatkan
masukan dan tanggapan.

6. Selain Uji Publik, Peraturan Menteri dan Peraturan Direktur Jenderal dapat
dilakukan publikasi rancangan peraturan melalui website resmi [Notice to
Proposed for Rule Making) dengan jangka waktu 3 bulan guna mendapatkan
masukan dari stakeholder dan masyarakat. Tanggung jawab publikasi
sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan setelah
mendapatkan draft final peraturan yang sudah diparaf oleh Unit Kerja
Pemrakarsa.

7. Masukan stakeholder dan masyarakat hasil dari uji publik dan publikasi dari
website akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempumaan draft
peraturan.



8. Rancangan Peraturan Menteri yang sudah disempurnakan sebagaimana

dimaksud pada butir 7, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal tembusan

Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan untuk diproses sesuai

peraturan perundang-undangan.

9. Alur proses penetapan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri/ Surat
Edarein sejak dari prakarsa sampai disampaikan kepada Sekretariat

Jenderal seperti tercantum dalam Appendix I.

C.Proses Penyusunan Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Direktur

Jenderal/Surat Edaran

1. Direktorat Teknis dan Unit Kerja Lain dapat mengusulkan suatu rancangan

Peraturan/Keputusan/Instruksi Direktur Jenderal sesuai dengan bidang
masing-masing.

2. Dalam proses pengusulan, Direktorat Teknis atau Unit Keija lain yang
terkait dengan susbtansi rancangan Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/
Surat Edaran Direktur Jenderal dapat melakukan koordinasi dengan
pihak-pihak dan stakeholder penerbangan guna menyusun telaahan dan

urgensi penyusunan peraturan. Hasil koordinasi tersebut diakomodir dalam
konsep rancangan peraturan/keputusan/instruksi Direktur Jenderal yang

kemudian disampaikan kepada Bagian Hukum.

3. Konsep rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib disertai
dengan :

a. latar Belakang materi dalam rancangan

b. tujuan yang ingin dicapai;

c. pokok-pokok materi yang diatur;dan

d. dokumen acuan perancangan.

4. Bagian Hukum dalam rangka penyempurnaan rancangan

Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Direktur Jenderal, bila
diperlukan dapat melakukan rapat/koordinasi dengan unit kerja
pemrakarsa atau pihak-pihak terkait.

5. Rancangan Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/ Surat Edaran Direktur
Jenderal yang sudah disempurnakan secara teknik penyusunannya {legal
drafting) akan diparaf oleh Kepala Bagian Hukum untuk disampaikan
kembali kepada unit kerja pemrakarsa guna dibubuhkan paraf pejabat
eselon III sebagai pemrakarsa dan persetujuan pejabat eselon II atau
pimpinan unit kerja.

6. Rancangan peraturan/ keputusan / instruksi / Surat EdaranDirektur
Jenderal yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Direktorat Teknis
dan/atau Unit kerja terkait, disampaikan kepadda Sekretaris Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapatkan paraf persetujuan untuk
kemudian disampaika kepada Direktur Jenderal guna proses Penetepan.



7. Peraturan/ Keputusan/ Instruksi /Surat Edaran yang telah ditetapkan
Direktur Jenderal akan disampaikan kembali ke Bagian Hukum untuk

penomoran dan pembuatan salinan.

8. Salinan Peraturan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum

dan disampaikan ke Unit Kerja pemrakarsa.

9. Alur proses penetapan Peraturan/Keputusan/Instruksi /Surat Edaran

Direktur Jenderal sejak dari prakarsa sampai penetapan oleh Direktur
Jenderal seperti tercantum dalam Appendix I,
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BAB IV

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Kerangka Peraturan/Keputusan/lnstruksi/Surat Edaran Menteri

Ketentuan dan format Kerangka Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat

Edaran Menteri diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang

mengatur tentang tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan

Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian

Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Kerangka Peraturan/Keputusan/Instruksi Direktur Jenderal

1. Peraturan/Keputusan/Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara

ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan mengunakan kertas

dengan kop frasa KEMENTERIAN PERHUBUNGAN dan dibawahnya

frasa tersebut ditulis DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN

UDARA, yang diletakkan di tengah margin dan di pojok kiri atas, serta

seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca.

2. Kerangka penyusunan peraturan perundang-undangan, yang berbentuk

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Keputusan Direktur

Jenderal Perhubungan Udara, dan Instruksi Direktur Jenderal, terdiri

dari:

a. Judul

Judul diletakkan di bawah kop dengan format sebagai berikut:

1) di bawah tulisan DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN

UDARA terdapat jenis Peraturan/Keputusan/Instruksi Direktur

Jenderal Perhubungan Udara, semuanya dengan huruf kapital
tanpa tanda baca;

2) di bawah jenis peraturan/keputusan/instruksi terdapat nomor,

kodering pemrakarsa dan tahun penetapan
peraturan/keputusan/instruksi, semuanya dengan huruf

kapital tanpa tanda baca;

3) di bawah nomor, nomor kodering, dan tahun penetapan terdapat
kata TENTANG letaknya di tengah margin, semuanya dengan
huruf kapital tanpa spasi; dan

4) di bawah kata TENTANG terdapat nama

peraturan/keputusan/instruksi, semuanya dengan huruf
kapital tanpa tanda baca.

b. Pembukaan

Pembukaan diletakkan di bawah judul dengan format sebagai
berikut:
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1) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ditulis

dengan huruf kapital simetris dan diletakkan ditengah margin.

2) di bawah frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

terdapat kata DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ditulis dalam huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma.

3) konsiderans, yaitu Menimbang, memuat uraian singkat tentang

pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan

filosofis, yuridis, dan sosiologis pembuatan peraturan.

4) dasar hukum Mengingat, memuat dasar kewenangan dan

peraturan perundang-undangan yang memerintahkan

pembuatan peraturan tersebut. Peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar hukum adalah peraturan yang tingkatannya

sederajat atau lebih tinggi.

5) di bawah dasar hukum Mengingat, sebelum diktum

Menetapkan, ditulis kata MEMUTUSKAN ditulis dalam huruf

kapital, dengan margin tengah, dan diakhiri dengan tanda baca

titik dua.

6) diktum Menetapkan, memuat nama peraturan yang akan diatur

sesuai dengan judul peraturan tersebut, dengan cara penulisan

dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca titik dan

penempatan simetris ditengah.

c. Batang Tubuh

1) Batang tubuh Peraturan Direkur Jenderal memuat semua

substansi peraturan yang akan dirumuskan dan diatur dalam
pasal-pasal. Substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke

dalam hal-hal sebagai berikut:

a) Ketentuan umum;

b) Materi pokok yang diatur;

c) Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan

d) Ketentuan penutup

2) Batang tubuh Keputusan Direktur Jenderal dirumuskan dalam

bentuk DIKTUM dan menyebut PERTAMA, KEDUA dan
seterusnya, ditulis dengan huruf kapital.

3) Batang tubuh Instruksi Direktur Jenderal dirumuskan dalam

bentuk DIKTUM dan menyebut PERTAMA, KEDUA dan
seterusnya, ditulis dengan huruf kapital.

d. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir substansi peraturan/ keputusan/

instruksi yang memuat:
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1) Tempat dan tanggal penetapan;

2) Dibawah tempat dan tanggal penetapan, ditulis jabatan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA diikuti dengan

tanda tangan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan

dibawahnya ditulis nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara

dalam huruf kapital tanpa tanda baca, margin tengah dan

diletakkan di sisi kanan peraturan/keputusan/instruksi.

3) Khusus untuk Keputusan Direktur Jenderal dan Instruksi

Direktur Jenderal, di bawah nama Direktur Jenderal

Perhubungan Udara, ditulis "Salinan Keputusan/Instruksi

disampaikan kepada....", diikut dengan pihak-pihak yang harus

mendapatkan salinan dari Keputusan/Instruksi ini;

4) Untuk lembaran publikasi, di bawah yang terdiri dari "salinan

sesuai dengan aslinya, nama jabatan, tanda tangan pejabat dan

nama lengkap pejabat yang menandatangani lembaran publikasi
tersebut;

e. Penjelasan (jika diperlukan)

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentukan Peraturan

Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.

f. Lampiran (jika diperlukan)

Lampiran dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran

dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta dan
sketsa.

2) apabila memerlukan lebih dari 1 (satu) Lampiran, tiap lampiran

harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

3. Peraturan Direktur Jenderal, Keputusan Direktur Jenderal dan
Instruksi Direktur Jenderal, dibuat diatas kertas dengan ukuran F4 dan
jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12.

4. Peraturan Direktur Jenderal, Keputusan Direktur Jenderal dan
Instruksi Direktur Jenderal dibuat dalam bahasa Indonesia, dan dapat

diteijemahkan ke bahasa lainnya jika dibutuhkan.

5. Kerangka Peraturan Direktur Jenderal, Keputusan Direktur Jenderal
dan Instruksi Direktur Jenderal, sesuai dengan Contoh Format Direktur
Jenderal, Keputusan Direktur Jenderal dan Instruksi Direktur Jenderal

tercantum dalam Appendix II.
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C. Kerangka Surat Edaran Direktur Jenderal

1. Surat edaran memuat pemberitahuan tentang hal-hal tertentu berupa

perintah, petunjuk atau penjelasan yang dianggap penting dan

mendesak. Kerangka penyusunan surat edaran Direktur Jenderal terdiri

dari:

a. Kepala Surat

Kepala surat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal memuat;

a) Kop naskah dinas yang berisi gambar lambang instansi dan

nama instansi yang ditulis dengan huruf kapital dipojok kiri

atas;

b) Tulisan SURAT EDARAN dicantumkan ditengah dengan huruf

kapital dan nomor surat edaran dibawahnya;

c) Kata TENTANG dicantumkan dibawah kata "SURAT EDARAN

dan ditulis dengan huruf kapital;

d) Rumusan judul SURAT EDARAN di tulis ditengah dan dibawah
tulisan TENTANG.

b. Batang Tubuh

Batang Tubuh Surat Edaran memuat:

a) alasan tentang perlunya dibuat surat edarsin;

b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan suarat edaran; dan

c) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak

0. Penutup

Penutup Surat Edaran memuat:

a) Tempat dan tanggal penetapan;

b) Nama jabatan DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN

UDARA dan tanda tangan Direktur Jenderal yang menetapkan
serta nama lengkap Direktur Jenderal yang menandatangani;

dan

c) Tembusan

2. Surat Edaran Direktur Jenderal dibuat diatas kertas dengan ukuran F4
dan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12.

3. Surat Edaran Direktur Jenderal dibuat dalam bahasa Indonesia, dan

dapat diterjemahkan ke bahasa lainnya jika dibutuhkan.

4. Kerangka Surat Edaran Direktur Jenderal sesuai dengan Contoh Format
Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungein Udara tercantum dalam
Appendix II.
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BAB V

PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

A. Pengundangan

1. Peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang sesuai dengan hierarkinya akan disampaikan oleh
Unit Hukum di Sekretariat Jenderal kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum guna

pengundangan dalam :

a. Lembaran Negara Republik Indonesia;

b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (UU, PP, Perpres);

c. Berita Negara Republik Indonesia (PM);

2. Pengundangan sebagaimana tersebut dimaksudkan agar setiap orang
mengetahui dan memastikan penegakan hukum dapat berjalan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengundangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak

termasuk :

a. Keputusan/Instruksi/ Surat Edaran Menteri Perhubungan

b. Peraturan /Keputusan/lnstruksi/Surat Edaran Direktur Jenderal;

B. Penyebarluasan

1. Dalam rangka penyebarluasan Peraturan perundang-undangan

dilakukan melalui:

a. Sosialisasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal ,

stakeholder penerbangan dan pihak-pihak terkait;

b. Publikasi elektronik dengan mengunggah (Upload) ke Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (Website JDIH Kementerian

Perhubungan : www.jdih.dephub.go.id)

c. Publikasi elektronik dengan mengunggah (Upload) ke website
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

(www.hubud.dephub.go.id)

2. Prosedur Publikasi elektronik melalui JDIH sebagaimana dimaksud
pada angka 1 (b) berupa :

a. Peraturan/ Keputusan / Instruksi / Surat Edaran Menteri

dilaksanakan oleh Unit Hukum Sekretariat Jenderal sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

b. Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Direktur Jenderal

dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Setditjen Hubud.

15


